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Kepala Badan Keahlian DPR RI
Dr. Inosentius Samsul, SH., M. Hum.

Ucapan tenma kasth dan salan hormar secara khusus
Kanu sampatkan kepada Bapak H Yandin Susanen,S Pt sebaga
Ketun Komisi VT PR RT wang berkenan memadi Kemote
Speaker pada semimnar yang telih diselenggacakan pada 20,28
\pal 2021 Tenrunya  kehadiran  Ketua  Komust  VIT
merupakan  benuk  dukungan  sckalipus  dapat mendorong

Pemerineah Pusat dan Pemenneah Dacrah untuk rerus secara

sungguh-sungguh dan herkomitmen tinggi melakukan perbatkan pengelolaan [1KS

sebagai basis data penyelenggaraan program pelindungan dan kesejahreraan sosial

Begitu juga terima kasih dan apresias1 Kami sampaikan kepada seluruh sivitas akademika,
yaitu Rektor dan pam Dekan Universitas MMuhammadiyah Cirebon, Rektor Universitas
Swadaya Gunungjad, dan Direktur Pascasanana LAIN Syckh Numati Cirebon vang telah
berpartsipasi memberikan pandangannya pada acara semimar dan FGD  tersebut.
Kehaditan dan perlibatan perguruan nnggi menjadi pennng sebagai faktor pendukung
bagi efekrivatas usaha perbaikan pengelolaan DITKY.







Drs. Helmizar, M.E.
Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Konklusi  yang  dihasilkan pada  Seminar dan FGD  yang  telah
disclengparakan pada 26-28 Aprll 2021 oleh Pusat Kajian Akuntabilitas
Keuangan Negara-Badan Keahlian Sekretanan Jenderal DPR RI rerkaw
Akunuabilitas Pengelolaan Dara  I'erpadu Kescjahteraan  Sosial  (D1KS)
diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam penyampaian pendapat
dan penyusunan kebyakan DPR RI schagai pelaksanaan fungs dibidang
pengawasan atas kebyakan Pemenntah Tentnya hal ini sebagai benruk
dukungan utama Badan Keahlian kepads Pimpinan dan Anppota DPR

dalam rangka

memastikan pemanfaatan DTKS bagi penguatan penyelengparaan program kesejahteraan sosial menjadi lebth

tepat sasaran

Bahan masuban vy meopdi ook koos (el pond) dalam implementast kehijakan DS jang
disarikan dart berbagu pandangan objehaf stviras akademuka vang sorzbens memibka kedekaran aktvras sosil
dengan penduduk puskin dan renian sebagat tapet sasaszan program kescahteraan sosal vang lebith dominan
berada diwilin ah perdesaan Sejatin a enam pount penting berikur 1 mendapatkan perhanan para pembuat
dan pelaksana kebiakan lnvanan dan pendaraan bag penselengraraan kesciahteraan sostal melalu pengreloloan

DTRS vimy lebih efeknf dan akuntalel & masa mendatang

% Perlu uouk memasukan dasar hukum yang mengatur  kewapban Pemenntah  Daerash  untuk
menganggarkan kegiatan pendataan dan verval DTKS secara berkelanputan.
Perlu adanya repulast vang mengatur kerersediaan petugas pendata dengan memperimbangkan jumlah
Rula yang menjadi mnggung jawabnya; kualifikasi petugas pendats; dan standar honoradum perugas
pendata
Perlu adanya dasar hakam pembenan pewand aed punishoent kepada Pemenntah Dacrah dalam pengelolaan
DTKS.
Pemerintah Pusat dan Pemennamh Daerah pefu unuk segera merumuskan secara denl medanisme
pelibatan Perguruan Tinggr dalam pengelolaan DTKS
Perlunya monitonng dan evalvasi berkala terhadap pengelolaan 1¥1KS oleh Pemenntah Pusar maupun
Daerah
Pemenntah Daemh pedu memvusun struktur organisasi, SOP/Juklak/Juknis, dan anran ineern terka
Monttoring dan Evaluasi atas pengelolaan D1KS Untuk iu, Kementerian Sosial pedu berkoordinast
dengan [Kemenreran Dalam Negert unuk memastikan seluruh daeral telah memilika regulast tersebur,
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Ketua Komisi VIII DPR RI
H. Yandti Susanto, S.Pt.

Patot  disadart bersama babwa ketepatan Daw Terpadu
Kesejchteranan Sosal (DT RKS) menjadi saro hal vang sangar penung
untok  dipenuby karena menjadi rojukan pada penvelenggaraan
lavanan dan pendaraan dalam implemetast kebyakan Pemenntah
unwk pengentasan kemishinan.  Namun - kenvamaonva,  dengan
masth banyak diremukan data wnalid vang ada di DIKS dalam
pelaksanaan penvaluran banwan  oleh Kemenses | maupun
Kemeorenan /lLembaga lain menjadi bokt babwa IDUKS  belum
memihki angkat akurast yang nnggt dan cebabel
Komisi VIII DPR RI menyadar bahwa pemurakhiran dan memastikan data yang
akurat melalw verifikasi dan validasi secara berkala menjadi keniscayaan dalam pelaksanaan
program perlindungan sosial. Dengan itu, maka Korms VI melatui Panitia Kerp (Panfa) tentang
verval DTKS yang dibentuk pada Masa Pemsidangan II1 dan IV Tahun 2019-2020, melakukan

pembahasan  secara intensif meugenai persoalan  verval tersbut  bersama  pejabac

Kementenan/vembaga, dan juga pemerhat sosial.

Dengan dukungan yang diberikan oleh Komisi VIIT melahn keputusan bersama (SKB)
dan alokasi angparan di ‘lahun 2021, serta tndak lanjue dad bebagai ide dan pagasan yang
direkomendasikan pada pelaksanaan semunar dan FGD oleh Pusar Kajlan A kuneabilieas Keuangan
Negara Badan Keahlian Sckretariat Jenderal DPR RI ini, maka diharapkan berbagai permasalahan
terkait Data ‘T'erpadu Kesejahteraan Sosial (IDTKS) dapac terselesaikan sehingga penyelenggaraan
layanan <hn pendataan unmk kegiatan penyaluran bantuan sosial menjadi tepar sasaran, bdak
tumpang tindih dan akuntabel.

Dari berbagai Rapar Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan, terdapar beberapa
rekomendasi penting yang dikeluarkan oleh Panja Komist VIII DPR RI terkait permasalahan
DTKS, dimana di antaranya adalah menerbitkan Surac Keputusan Bemsama (Mensos, Mendes
PDTI, Mendagri, Menkeu dan Bappenas) terkait verval/pemunhiran DTKS yang wajib ditaat
oleh pemerintah daerah. Begiujuga Komisi VI telah menyetjui angparan Kemensos Tahun
2021 untuk pemutakhiran DTKS melalui verval sebesar Rp1,3 triliun.
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Telepon:085321321008
Riwayat Pendidikan:

S$1 Teknik Mesin Universitas Muhammadlyah Surakarta tahun
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Data semrawut, penyaluran
bansos terhambat

0

Semrawutnya data kependudukan di Indenesia membuat penyaluran bentuan
sosial (bansos) terhambat. Terlebih, data penerima bansos sudah tidak
diperbazharui sejak lama, yang mengakibarkan distribusi bantuen menjadi
terkendala.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengalui, jike dam menjadi sumber masalah
dari kacaunya proses penyaluran bansos begi masyarakat yang terdampak
panderni korona. “Setelah ditelisik, deta penerima banruan sosial ini belum di
update sejsk 2015," ujarnya dalam wehinar gotong royong #JagaUMKM, Selasa
(11/8/2020).

Sri Mulyani menambahkan, proses pembaharuen data memang tergantung
pada pemerintah daerah (Femda) masing-masing. Namun yangjadi perscalan,
Pemda tidak rutin melakuken pembeharuan data tersebut. Sampei kernudian
terjadi korona di 2020 yang membutuhkan date terbaru untuk penyaluren
bantuan.

Data yang tidek diperbaharui ini menimbulkan ketidaksesuatan antara data
Kementerian Sosigl dengan realitayang ada di masyarakar. Akibarnya, banyak
penyaiuran bantuen yang tidek tepat sasaram.

Namun, pemerintah pusat tidak bisa menunggu hinggs data diperbaharui
karena penyaluran bantuan merupakan ha! mendesak. Oleh karena itu,
pemerintah tetap menyalurkan anggaran sembari pembaharuan data berjalan.

https://lokadata.id/artik el/data-semrawut-penyaluran-bansos-terhambat




Data Penerima Bansos Bermasalah di Cirebon
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Banyak Bantuan Tidak Tepat Sasaran,
DSP3A Kota Cirebon Akan Lakukan
Labelisasi Bagi KPM PKH

a1 Lbegliadh

PIKIRAN RAKYAT - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan den
Perlindungan Anak (DSP3A)} Kota Jawa Barat, pada tahun ini terus
gencar-gencarnya melakukan verifikasi dan velidites Data Terpadu

Kesejahteraan Sosial ( ), termasuk usulan beberapa Rumah Tepat
Sasaran (RTS}yang masih non dan akan diusulkan ke

Setelah itu, mulai tahun depan hasil pekerjaan DSP3A Kota pada
tahun ini akan dilakukan labelisasi bagi keluarga ( }
, JKN den KIS

Hal tersebut diungkapkan Kepala DSP3A Kota ling Daiman usai
menghadiri rapat paripurna di gedung DPRD Kota

Baca Juga:

Dikatakan ling dibuatkannya iebelisasi untuk pada tahun depan ini,
yakni mengantisipasi adanya bantuan yang tidak tepat sasaran,
sehingga bagi dia, labelisasi ini sangat penting agar dapat saling
mengontrol.




Persentase Penduduk Miskin (Persen) di Jawa Barat dan Ciayumajakuning,
Tahun 2015 - 2020
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PENDATAAN - VERIFIKASI DAN VALIDASI

METODE

REKOMENDASI

. Optimalisasi peran perguruan tingg:i dalam pengelolaan
DTKS melalui implementasi MBKM dan Tri Dharma
Perguruan Tinggi

. Perbaikan data kependudukan, terutama verifikasi dan
validasi NIK

. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam verifikasi dan
validasi DTKS




TePAT Data
TEPAT TATA KELOLA
TepaT KELOMPOK SASARAN

HASIL | [ISTAKE
VERVAL .




PENGGUNAAN

HASIL
PENETAPAN

PEMUTAKHIRAN
DATA

TERIMA KASIH BANYAK
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Menciptakan peran perguruan tinggi dan
sivitas akademika dalam mewujudkan
pengelolaan DTKs yang akurat dan mutakhir
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ait pembiatan BAST Pre.list, pelaksanaan Bimbek képada
csanaan musdes/muskel ra mgmadai

Pai riaan verval belum dapat menghasilkan data input van
berkualites untuk penyaluran bansos karenaketerbatasan koordinag
Kamens Peimida yang beradas dalam koordinas Kemendagr;

24 penetapan D , LI sEpEnUnnya Serdasarkan sl verva
daerah

yirn efektil untuk meningkatian jJumish Keluarga
a Manfaat aktil bansos montunai




Tridharma vs Potensi PT




Birmiek Keterbatasan  Verbal Daerah
Kominas

Actvokast gan
Fasilitas)
Kordinms!




Kolaboratif: Melibatk:

berbagal pihak. terkal

01

Parisipald ; Seirisa
M unmar tedibat

Akurtalbel
mhurasl datn

Peandampinganpetugas
diersh

LANGKAH REAL PERGURUANTINGGI




CURRICULUM VITAE

Dr.H. Mukarto Sis , Drs. M.Si.

Rektor Universitas Swadaya Gunungjati
Cirebon

: Cirebon, 06 Juli 1965
Tabaten Akademik : Lektor Kepata
Alsmat Rumah :ILKi AgengTapaNo. 64 Gesik, TengahTani, Cirebon
Abrmal i : Kampus Universitas Swadaya Gummg Jati JL Pemuda No. 12 Cirebon

Rivast_Pendidikon

* 51 STKS, Lutus Tatum 1939, di Bandimg

* R Universitas Indonesia, lulus Talnmn 1998, diJakarta
*+ 83 Universitas Pasundaniutus talam2015, & Bandung
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MENCIPTAKAN PERAN PERGURUAN TINGGI
DAN SIVITAS AKADEMIKA DALAM ..
MEWUJUDKAN PENGELOLAAN DATA

TERPADU KESEJAHTERAAN SOSH-
~ YANG. A% DAlﬂ MUTAKHIF& B
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DATA TERPADL WESEJAHTERAAN SOSIAL [DTKS]

» DTK2Z merupakan suatu sistem vang dapat digunakan untuk perencanaan program
sema mengidentifikasi nama dan alamat calon penerimia bansos, bak rumah tangga
kslusrgm  maupun individo  berdasarkan  kriteria-knteria  sosizlekononi  yang
difgtapkan oleh_pelaksa na program

. thuna!'l DT&S ‘& l

1. Melakukan analsis atau perencanaan kegiatan /program  penanggulangan
kemiskinan

802 Menetapkan sasaran pensriMa Mantaat program-program perlindungan sossal

s Pengelompokan rumsh ftangge dalsm OTRS dkslompokican ke dalam Dasil
pdukhan) & mera selunh rumah tangga dibagi ka dalars 10 Deail
berdasarkan ungkat kesejahteraannya.

1. Desi| 1 yaitu rumah tangga dalam kelompok 10 % lerendah

2 Desili2 yaitu rumah tangga dalam kelampak 10 - 20 % terendah

3 Desi3 yaitu rumah tangga dalam kelompok 20 - 30 % terendab dan seterusnya
4

Cesil %0 wvatu rumah tangga dalam kelompok 10 dengan tingkat
kesejahteraan paling tingg!




Istilah sangat miskin, miskin, dan hampir miskin diperoleh dari nilai garis
kemiskinan yang berasal dari SUSENAS.

Pengelompokan rumah tangga dengan istilah sangat miskin, miskin, dan
hampir miskin memiliki kemungkinan untuk bergeser dari tahun ke tahun
menyesuaikan hasil SUSENAS pada tahun tersebut.

DTKS bukan basis data kemiskinan. Penggunaan istilah Desil dalam DTKS
lebih sesuai untuk rentang pemanfaatan 3 tahunan.

Sebagai contoh Garis Kemiskinan tahun 2011 adalah 11,9 % berarti seluruh
rumah tangga pada Desil 1 atau 10 % adalah masuk kelompok rumah
tangga sangat miskin. Sementara sebagian Desil 2 atau 20 % masuk ke
dalam kelompok rumah tangga miskin dan sebagian lainnya masuk ke
dalam kelompok rumah tangga hampir miskin.




PERMASALAHAN DTKS :

. FENDATARANM Kemenscss  dan Pamch belum
malaksanokon  kepatan pendokban leckod. pembusihn
Buidn Acam Semh Bama (BAST) Pra-kst pelkeanaan
Bimblgan fekns  (Bimieky kepadn Pamda, dan

Eemsmaun hMrsprvaigh  Dosa ihusdesy
Aewyawerah Keluahan (huskel ) secam mesmadn

. VERIFIKAS] DAMN HAL’DASI NEFE\ML} Petaksanaan
beetum d g

yeivil yong
beskuaiitas umn Bam:-s kalenn
kel orbuaker s kooldmﬁl dmgm Pemda
vang Damla dobm koordinas:

. PENETAPAN DTKS = Proses enutapm DTKS befum
sapenuhnyaberdasarkan rasié vervol doaeh

. PENGOUMNAAM DTKS Parnimaan DTKS  belam
efext! unluk mesingietian pndah Keluarga Penenma
Wanfas aaf Dansos ekonom)

., PEMUTAKHIRAN DTES - Pamulakhwan DTES Set:ﬂlﬂ
rasional bong dilakskan pada 391 % dew M W7
Ruméah  Tongon barmmﬂm reRapiiuios  dan

Ehmlm ormost pes. atas verval DTKS
t 406 Kam::alwmh fesd 1068 Kobupafen Aok
yang lidakieldopat dalsm SiKS-Dataku)




Salah satu permasalahan yang ditemukan dari kunjungan Tim
PEKAKN BK DPR RI ke daerah : kurangnya kuantitas dan kualitas
SOM (petugas pendata dan perigelola data)

Chperiukan peran perguruan tingg melalul pelaksataan Tridharma
Perguruan Tinggl vang meliputi pendidikan dan pengajaran.
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggl. Pasal 1 Ayat 9)

Perguruan tingolfakademisi beserta seluruh sivitas akademika
merupakan salah satu akior penting yang berikolaborasi dalam
public governance

PERKEMBANGAN AKTOR YANG BERKOQLABORASI
DALAM PUBLIC GOVERNANCE

TRIPLE HELIX QUADRO HELIX PENTA HELIX
{3 spirad) ' (4 spiral) {5 spiral)

I L--Negahemeyfiig | 1 Negara/pemenriah | 1. Negara/pemerintah
2 Pebisnis {duria usaha 2 Pebisnls (dunia usaha/
seklor swasta) 2 Pebisnis (dunia usaha’ sokbor swasta)
| . seklor swasta) |
3. Akademisi/perguruan | 3 Akadsmiel/ tiian
tinggi | |3 Akademisi/perguruan tinggl
D Indonesia dikenal tinggl | 4 Masyorakal
dengan singkatan ABG 4 Masyarakal | j
(Akadermisi Bisnis l5 Media
| Government) | JABGM) | ABGMM)|

Kesimpulan : Akademisi/perguruan tinggi Merupakan aktor yang berkolaborasi
dalam Triple Helix, Quadro Helix dan Penta Helix




PERAN PERGURUAN TINGGI MELALUI KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM
PENGELOLAAN DAN PEMUTAKHIRAN DTKS

Kerjasama/kolaborasi bqoa Mei) dan MoA antara Perguruan Tinggi
dengan Pemda dalam pergelalaar dan pemutakhiran DTKS. berupa :

Kegiatan Kuliahi Mefla Nyata (KKN) ; mahasiswa melakukan
pemutakhiran 0 Mesakelurshan yang meniadi lokasi KKN.

Keterlibatan pandircan tinggi sebagal Quality Assurance dalam rangka
mewujudikan pengalolaan TTKS yeng akurat dan mutakhir

Keterllbatan pen linggl daiam smminar, workshop dan pelatihan
pengeiolaan dagy jkhiran DTKS

Asistensi oleh tenaga ahli/pakar dari perguruan tinggi dalam pengelolaan
dan pemutakniran DTKS,

Perlu pemetaan wiayah pengabdian masyarakat secara terpadu
(KKN Tematik, survei, sensus/pendataan, dan lain-lain) Yyang
dipayungi dengan MoU dan MoA antara seluruh Perguruan Tinggi
yang ada di wilayah tersebut dengan Pemda setempat df mana
setiap Perguruan Tngx yang ada d wiayah tertentu
(kabupaten/kota) masing-Masing remiliki wilayah binaan, wilayah
penelitian dan survei yang tetap. .

Vs







FOCUS GROUP DISCUSSION
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DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
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INMKATOR

EXONOMI MAKRO IPM HDI
USLA ILARAP HARAPAN LAMA PENGELUARAN
mpLUP (V1) SEKOLAN PER KAPITA
KESEHATAN PENDIDIKAN EKONCMI

.

CNBC 16 Desember 2020

Berdasarkan IPM Tahun 2020

7094 0,02 (Target 2020 ; 71.,98)
(70-80) . Tinggl

UHH naz7 0.13{10 thn trend nalk)
HLS - 298 ) 0,03

RLS ; 848 . . oM

PK T 286.000




Secara Nasional : - 1 Pravinsi { 80

)
- 22 Provinsi ( 70 - 80 )

- 41 Pravinsi ( 60 - 70 )
{NTH, NTT, Nalbar, Sulteng, Sulbar,

[ ]
Gorontalo, Maluku, Malut, Pabar, Papua)

: 107 dei 187 ( 5 di ASEAN)
Versi RI —_— Tinggi
Veorsi UMDP —p Tengah




Relevasi Program Pemerintah Terhadap Peningkatan IPM




SIMPULAN

1. Pelayanan kesehatan masih sangat perlt perbakan bak itu dalam
hal sararma prasarara mauvpun SDM, terutama bag masyarakat
dengan fasiltas JKN-KIS

2. Kuaktas pendidkan mash mengalami kesenjangan yang tnggi
terutama ditinjau dari aspek kewilayahan dan biaya

3. Peningkatan kualitas ekonoml masyarakat mengpdi fokus yang
paling yang paling prioritas untuk terus didorong

- SN W

TANTANGAN

1. Program pemerintah barbasis DTKS
dirmalnn culug berpangauh terhadap
ndikator skonom| malawe, hanya masih
terus periu adenm® peinbenshan dalem
prosss Ver¥al ashingga program menjadi
loblh tepat sasaran

1 Program pannari n tah dalem tatarsn
ohoohus! aithir masih kurang
mampertimbanghan 1apek toknis.
Conteh | masih antri panjang dan lama




SARAN

1. Dalam proses VerVal DTKS periu ada mekaniame
yang simple, integrated, komprehensif

2. Perlu adanya Standar mekanisme distribusi yang
mempaertimbangkan herbagal aspek.

3. Perlu adanya keteriibatan pihak-pihak dari elemen
masyarakat yang kompeten serta bebas konflik
kepentingan daiam proses awai DTKS hingga ta
eksekusiakhir.
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2019 :Universitas Muhammadiyah Clrebon, Dekan Fakultas Teknik UMC

"‘.



ANALISA PENGARUH JUMLAH PENERIMA
BANTUAN SOSIAL

DAR! PEMERINTAH TERHADARP INDIKATOR
EKONOM! MAKRO KOTA CIREBON

Fakullas Tekmk Umversitas Mubammadiyay Cirebon
Ematt purt kartini@ume acia

E Nuri Kartim, MT. IPM _ AER

Samna dan FGD  Akuntabiltas Pengeloaain Cata Terpadu
Kakeahteraafffosal
AKN Badan Keahian Deaan, 26 Apnl 2021

PENDAHULUAN

‘Inl;lualor Ekonomi Makro







INDIKATOR EKONOMI MAKRO
KOTA CIREBON

INDIKATOR EKONOMI MAKRO
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Proporsi Penduduk Miskin (%)

n Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
(000 Rp)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
I Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

SEBARAN DATA INDIKATOR EKONOMI MAKRC KOTA CIREBON
(2015 — 2020)

1. Laju Pertumbuhan 2 Proporsi Penduduk
Penduduk *4} Miskin{%)

=k

=

=

A

ratn-rata pehingkatan 0 03% rata-rate ponurunan 0, 20%




SEBARAN DATA INDIKATCOR EKCHON MAKRO KoT2 CREZSH
{2015 - 2020

3. Rata-rata Lama Sekoiah 4 Pengeluaran per
(tahun) Kapita Disssualkan (000
Rp)

e*L

rata-rata lulusan ShP

SEBARAN DATA MDIKATOR EKONOM MakRC KoTa CIREEO!
{2015-2020!

5 Indeks Pembangunan 6. Laju Pertumbuhan
Manusia {IPM) Ekonomi (%)

74,32 7469

B — —_
;e pasil) T 20 amg =

20 & meningkat 0.57%

2020 menurun 0 02% rata-rala meningkat 0 08%




HASIL CAN PEMBAHASAN

VAR

X

Y1
Y2
]

Y4
Y5
Y6

ADALESS RECESE DT EUANA] NILAL SEGNIETAN
INDIKATOR EKONOM; MAKRO

Jumiah Penenma Bantuan Sosial
Laj Pertumbuhan Penduduk (%a)
Froporsi Penduduk PMiskn (%)
Rata-rata Lama Sekolah (tahun}
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan
000 Rp) .

indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Laju Perumbuhan Ekoncmi (%2)

HASIL Dan PENMBAHASAN

Var INDIKATOR EKONORN AKRO

ANALISA REGRESI DITINJAU DARI BESARNYA VYARIAN

Pengaruh X
lethadap Y
Tidak

Ada Jida

Pengaruh Y  Pengarth

(%) faktor lan (%}

Y2 Proporsi Penduduk Eliskin o)

¥4 Pengeluaran per Kapta Disesuaikan (000 Rp)

Y4 Indeks Pembangunan Banusia (PR

Y& Laju Perumbuhan Ekonomi(%)

Y3 Ratarata Lama Sekolah itahun )

Y8 Laju Pertumbuhan Penduduk (%)




HASIL PENELITIAN

hajlan'panelitian lebin
lanjut  secare emplrk
lurhadap apa dan
mangap pengEtuh
Jumizh Penarime bantuan
socinl  derl pemerniah
terhadep Ind |k star
ekonemi makro hoin
Ciraban haeng darid!is

terhadap 6 Indikator Ekonomi m 1. Diperiuksn adanya alisn
Mots Clrebon Kursng deel 0% B TR LU
PR R LE LT Y yang dapat mempengeruhl
R TR ETRRTTRE T T R RS bndlkates skonami makro '
lain yang tidak di taliti.

TINJAUAN TEMUAN 1

' Phak pamenntah melbiiukan ¢ vhluesi secara berkaln kepada mamyarahat
pengraa terhadap pmantaste rd | antuanS osial darli Pemesniah.
Pihak pemenniah lsbeh siensl membonkian soudies: dan pendampngan
terhadap pemanfastan Bentusn Sosial dari Pemarinish sewus dengsn Fungs dan
Tupuan dari Bantuen Sosisl tersebut

TnDharmaP erguruan Thgy
Perguruan Tingg dapat teribat dalam implementasi Kunkulum MBKM  dalam
keatan seperi

Magang mengiidseriakan mahasiswa dolm kegeatan magang di instany
punenm:h

Membangun Desa/KKN Tematik
Studi Independen




TINGALAN TERMUYS 2

Tinjauan Faktor

- Mutu Sumber Daya Manusia suatu Daerah
(misal: pendidikan dan kesehatan)
Sumber Daya Alam suatu Daerah

Tata Kelola

Kepemimpinan

Kearifan Lokal

g —

TE

-

| TE EFMA h"SI'H
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PENENTUAN INDIKATOR EKONOMI M

isusun oleh

Dhs, ' Asep Gunawan, M.Si

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Cirebon

‘-._-m.'

‘Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

» Basis data (t_ergadu) untuk penetapan sasaran program
l)rogram_ perlindungan sosial/penanganan kemiskinan di
ndonesia.

» Permensos Rl No. 1 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) Pengelolaan
Data terpadu kesejahteraan sosial dilakukan melalui tahapan:

a. Pendataan;
b. Verifikasi dan Validasi;
c¢. Penetapan; dan
d. Penggunaan,

» Pasal 2 ayat (2): data terpadu kesejahteraan sosial
meliputi:

a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

b. Penerima bantuan dan pemberdayaan sosial

c. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.




Kemiskinan:
Ketidakmampuan memenuhi standar

minimum kebutuhan dasar yang meliputi
kebutuhan makan maupun non makan

(BPS)




Standar BPS
(Basis Pengeluaran)

Konsumsi
(basic need)

Kemiskinan

Non-Konsumsi
- Pend. Kes, dll

Makanan
2100 kal/hr

Non-Makanan

L Perumahan, pakaian,

kesehatan dan
fidit




PENETAPAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL

SK Menteri Sosial nomor 133/HUK/2019:
Data terpadu Juli 2019
sebanyak 98.608.619 jiwa berbasis keluarga dan
615.646 jiwa berbasis non keluarga.




DTKS&EKONOMIMAKRO
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PDB =C+G + I+ (X-M)




PERTUMBUHAN EKONOMI TAHUN 2019 DAN 2020 MENURUT PENGELUARAN
{89,40% PDR Tahun 2020 berasal dari Konsumsi Rumah Tangga dan Investas))

10,62
50 325 194 445

8 42 A

14,?1
Pergeliaran Koy Pengeluaran Kensursi - Pengaluaran Konsursi  Pembenhian Modd Teip Espor
Rarah Tangga LPRRT Pemenriah Bty

nlghun f1F o Terwn 2000

=== Seluruh komponen tumbuh negatif kecueli Konsumsi Pemerintoh —

Surmber: BPS, 2021




Economic growth is the main driver
of poverty alleviation

(Hariadi, 2009)
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| Persentase Pekera Formal dan Informal,

e hal W AgupuE 2016 - Agotilun 2020
Pr ol ,;‘5;

Cakupan Formal & informal

Ll 1]
W g sl

| furenat mengalem| peaurisen dibusdieg Aguans 2019
Savithd B paity 4,58 perum [Fpin, orutima pads bah Marysssn pegawal

Bmpvia bsbunrija Ak dibayes m&ﬁml nalk ‘m"w ﬂis “ﬂlr’ﬂ”ﬂmhﬂ

High inequality in the distribution
of assets has a significantly negative
effect on growth

(Bigsten and Levin (2001)
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Unemployment has substantial
and negative impact on poor
people (Blank and Blinder, 1985)
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The incidence of high inflation tends to
- increase poverty

(Easterly & Fischer, 2001).

Powers (1995) finds that inflation dictated
use-based poverty measure more during the
period of 1959-1992. However, having no
critical effect on the income-based poverty
rate,




CLOSING STATEMENT

Countries increasing participatory,
transparent, and accountable budgetary
process generally have stronger effect of
fiscal space on poverty and inequality
reduction (Blank and Blinder, 1985)
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PENDAHULUAN

Data Terpadu Kesejahteraan Sosiai (DTKS)

Meliputl Pemeriu
Merupakan database Pelayanan
yang berislkan data Kesejahtersan Soslal Mencakup 40%
kesejahteraan sosial {PPKS), Penetima penduduk yang
dengan berbagai Bantuan Sosial mempunyai status
kriteria pada setiap {Bansos) serta Potensi kesejahteraan sosial
Individu dan Rumah dan Sumber terendah d Indonesia.
Tangga. Kesejahteraan Sosial

{PSKS).




Menuju Keberhasilan Penanggulangan
Kemiskinan

Identifikasi

Salsh satu tantanpanutama dalam prograny-progrut penanggulangan
kemnkinan ndu]nhmmpdeuuﬁlml um!epulkelumpokm\lug
akanmeneTous maulser program berdasarkankicens Led dan
T puanprogram

Ketepatan / Keakuratan

_ﬂ Pade dasaimiva ol besaru & ilah ke k kil vang
berlakatai yong tedak berhiak meupds peseip promm
Efektifitas
Efektmus penetipan wsarnny divak hzrdamk langsung trl..chp
sounl delam

fupan perlindungan
un-nnup,p:lmgl kemishinan

Layanan dan Dukungan kepada K/L dan Pemerintah
Daerah melalui Data Terpadu

Ditetpkan oleh K/ atay
Pernerintah Daerah Penyelenggra
Program

Kriteria diterapkan kepads
Cata Torpac

Dafter nama dan alameat individu /
keluarga / rumsh tangga sasaran
masing-masing program




Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

yang paling rendah status
kesejahteraannya.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
{DTKS) yang dahulu disebut Basis Data
Terpadu [BDT) adalah informasi
tentang status sosizl ekonomi dan
demografi dari 40% penduduk di
Indonesia yang dihltung mulai dari

DTIKS pada awalnya dikelola secara
nasional oleh Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan {TNP2K)
pada Kantor Selcretariat Wakil
Presiden. Namun pada tahun 2017
diserahkan pengelolaannya kepada
Pusat Data dan Teknologi informasi
Kesejahteraan Sosial (PUSDATIN-
KESQS) Kementerian Sosial

Landasan Hukum DTKS

UUNo 13Tahun UL No 23 Tehun Parmensos Nomor
21 w4 28Tahun 2017
1entanpFeianganan tenlang Pexdoagian teniang Pedomas
Frlar Min Unsan Pemenintah di Umum Veriiknst dem
BidangSosial Validimt Deta Terpadu
PenangananFakir
Mxkm dan Omane

TudakMWamp u

Parmansos Nomar S PermensosNomor

Tulin 2018 11Tehun 2019
weutang Pengelolann tentang Perwbahan stas
Data Terpadu Pennensos Notor 5
Kesgphternan Sount Talum2019teniane

PengelolaanDatn
TerpaduKesehierna
Sesinl




Alur Pendataan dan Pemutakhiran DTKS

Keluarian Datayang tidek sesust Masukian Data yang diperiulsn
Aparat Peanesintah Desa/Kelushan melskulan Aparst Pemerintah Desa/Kelushan
pengamatan dan pencetaten terhedsp keluvana meilshakan pengamatan dan
yarg ada dalam DTXS yang dianggep dan dinllsf pancatatan terhedap keluarge yang
tUdok lagl sesual dengan kondisl yeng ade, ada di Dess,/Kelurshan yang
meninggal dunis, pindsh slamat ke lusr ksbupaten dianggez perkr diusulkan unink
yarg besemuanya perfu dieluarkan der DTRS. masuk delam DTS,

Veriflasl dan Valkdas! Lapsngan
Setelah dilskukan musyswarah dess/kelurahan,
petuges pendats yang telah ditetapioen olsh
pemerinish dess / kelurahan turun kalepsngen
mengunjungl masing? kehiargs yang sudah deftar kelowga yang ads delem DTXS yang dinllal
ditatspkan untik divertfiad dan divalidet] dengan pertu dikeluarikan darl DTS den Keluarga yang
tlan & ) Nofon yoog dinlal peviu diusutkan masuk ke DTXS

dhk-imrdi;hmhemremm.




Alur Pendataan dan Pemutakhiran DTKS
IIIGP--_-

Peryurahen Dots hepads Dines Soulal
Setelah peaghlss farmulir penlaias oleh prtagas pendalsysng feish
difetapkso oleh pemverinish dess/Kelarahan seianjuiays dala fericbad

inpet Deta ke delam SIKS-NG
Diaas Soslal mengimputsato presatn dars
darl fermalic dala ke dalsm Shtem aplikes)

dine! Lkepada Diam Soulsl de D
EaA A iy e e SIKS-NG yang terkoarkul dengas Pusdaiia
L Berits acara Hawl Musya warsh Desn/Kelarsise (dan Lampira ays) Kemenot idan molampirian baktl Hel

. =l Marys warak d sa’kelnrahan,
3.Form Prmulshhirss Dats Sevial Ekovonsl lerialt
PryshubanFrughsprnn’ Frogwaie Dats DTKS.

Penantusn Renking Status Soslal Ekonomi
Restspan DTS oleh M poteri sosisl Dats Gisksh ol Pusda tin Kemeoses melai Metode Proxy- Mean Tritlag
(PMT). Hnd Proxy- Mcas Teiingaken meacninkan tingkatan rangking
viafes soskal ekonoml keltargs yang dinsuiian. Dengsp lingkaten raogkiag
tenebut meenentukan apakah kelusrgs yang dinsnikso watuk dikeluarkss dar
DTKS beasr adasys sudsh bisa keimar darl prmbakarsan DTRS atss tids k.
Demildea puia bagl keluarga yaag diwnlian whiak dimasulkkas dslsm DTRS
apakah bemar sdanys wpiuk bis masek dilsm pembsbarsen DTKS atauw tdak.

Amd Flaslsau pengolahan dala obch PUSDATIN
selanjutnys skas difetapias melalsl Kepofusan Meaterd
Soulal sebagal Dafa Terpadn Kesejabicruan Seuial terbarm
vang dimuugidoken disimikan 2 kah dalam seishus




Akurasi DTKS

Kaakuratan BTYS wangat ditentukan aieh
dedikasi petugas pondati dan ke jupiran
ksilunrga yang didars daliin
monglingkapkiin atau member ko
| infonmas matigenal kehdbsl sosinl
ainecursgl setiagermans yang ditamakin
| datam formuitir pendatasn

Manfaat DTKS

DalsmuUnd ang-Undang Adapun bantyan sosil

nomor 13 tahun 2011 dan pemburdaysanyang

§ ‘sriang Parangenan barbasls

Fakie Miskin, pacel 11 dian taranvansdalah

oyt (1 bl lipn Program Keluargs

behea detaterpadu Harapan (PEM) dar

yang teish ditetapkan Bentuan Sosal Pangan rolmbilitme soxial b
olh mentert maTupakan ptymivag dlek ilits dom
dasar bagl pemarintah Loy woas

den pamerintsh deerah

uniukmembanikan

bantuan denfutau

pembardayasn




Contoh Penggunaan DTKS

Sebagal catatan :

Walgupun dalsm umtu beluerga scsramyata tergolong malin din meuk dabm DTRS1etapd
ek memsautn minimal salh Salu syanet Lenabil msks Lidek berhak menyadl sacenen
poninima Bantu #h PKH

Contoh Penggunaan DTKS

Hamun demilden,

khustus BSPparhacan, arn penerinarye sdelah kebiarga calam DTKStatapl
yang Eaim pereh Manerima bartusn toaisl jerls apapun karend program BSK
periussn adalsh secara ksus diune urinuntuk panganas. dampak elonomi
danl Panderml Cowid-1%.




Kewajiban Update DTKS

Mengacu pada Ul Nomar 2Tgh un 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
maka untuk pembagian penyelenggaraan urusan pemenntah di tndang
sosial menjadi kewenangan dan tanggungjawab masing-masing.

Mg garrebemitah pukas ddalan ]
Rengmfxlsar cmea fslir meilin Sehingga  kewajibin  dalam
LT e R T E T T melakukan update DTKS melalui |
danrich pruin il mpataly > proses veriflkasl den  validasl |
prrgalsbaas et kgt plaln | data adalah pemerintah daerah
ek pin a1 Erovin, kabupaten / kta yang menye-
tmdanghay Migey prtriniah lenggarakan urusan pemerintah
fanrh wehy/kotwadofsh di bidang sosial yaity Dinas Scsial
pnd iz dmpengn lolagn dats

Yoy ikl cakupem Histat

R

o




Verifikasi Data dan Pemutakhiran Data

|
Kementerian 5o0sial Rl melalui

Pusat Data dan Informas
Kesejahteraan Sosidl
{Pusdatin Kesos) terus
berinovasi untuk
mermydahkan. pemerintah
daerah melakukan verifikas
dan validasi Data Terpadu
Kese ghteraan 3Sosial.

Data kermiskinan bersifat
sangat dinamis sehingga
pemutakhiran (updating)
data semestinya dilakukan
secara periodik guna
menghindari atau mereduks:
| adanya inclussian error
ataupun exclussion error
dalam penyaluran bantuan

Verifikasi Data dan Pemutakhiran Data

Penting bagi pemerintah
daerah untuk senantiasa
melakukan update data dan
untuk kepentingan ftu

| mengalpkasikan anggaran
secara rutin dan memada
serta menylapkan sumber

i daya manusia (nulai dari

i tingkat desa/ kelurahan,

| kabupaten/ kota hingga

i
| tingkat provinsi,
)
i
L

" Bardasacian Undey Undarg |
| Romer 13 Tanuy 2001

1
I
|
4

Watang Petumgarian fahle
Meskin . Undang -undang i

| TengATharatien e peds
| ety

meTumuLkan aehiakan

| rortang ventias dan valldan
| daty mengetals data

wrighyt dargan teiumiong |
nformasl, dan meniiykathan |
Kspantzs petugls deerah
dalarm etakukan venlikan
o yalldast dasa




Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial-
Next Generation

Pusat Data dan Informasl Kesejahterazan Sosial
{Pusdatin Kesos) Kementerian Sasial
mengembangkan Slstem Informasi
Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-
NG) untuk memudahkan dalam pengelolaan
Data Terpadu Kesos yang mencakup verifikasi
dan validasi serta pemanfaatan data.

Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial- DROID

Pusdatin Kesos Juga teiah merilis aplikasi SIKS-NG ber-
basis android bernama SIKSDROID yang mendukung
verifikasi dan validasi data terpadu serta monitoring
kegiatan pelaksanaan veriflkasl dan vaildasitersebut.

Sistemn ini dapat digunakan secara onting maupun offline
untuk mengakomodir ketersediaan atau kondist Jaringan
internet yang tidak merata,

Keleblhan SINSDROID & antaranya  terdapat  fitur
perekaman (okasi, perekaman fama wakiu wawancara
d lapangan, serta foto kondisi sosial ekonomi rumah
tangga. Dengan aplikasi ini proses verifikasi dan validasi
menjadi lebib efektif dan efisien,




Penyelenggaraan
Rakornas

Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial- DROID

Melalui SIK$-NG versi Android selain diperoleh data
sosial ekonomi ruta secara paperless, didapat pula foto
kondisi rumah, KTP dan Kartu Keluarga beserta titik
koordinat rumah. Saat ini telah terkumpul 35 juta ruta
dengan titlk kaordinat dan foto d 35 kabupaten/kota
Pusdatin dapat memantau aktivitas pemda melalui
aplikasi dashboard secara onhne

Dengan aplikasi I maka proses verifikasi dan validas
vyang diiakukan pemda menjadi lebih efektif dan efisien




KERJA SAMA
KEMENSOS DAN BPS

Kementerian Sosial melakukan kerja sama dengan
Badan Pusat Statistik {BPS) untuk melakukan
pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
{DTK5) pada tabun 2020. Proses pemutakhiran
DTKS harus dirampiungkan pada juli 2021,

Lingkup perjanjian kerja sama vyang telah
ditandatangani antara BPS dengan Kemensos
mehputi  membuat model pemeringkatan,
merancang kuesioner dan melakukan uj coba
verifikasi dan validasi menyusun pedoman
pelaksanaan pemutakhiran DTKS, waorkshop,
bimbingan dan pemantapan veriflasi dan
valldasi, serta jaminan kualitas  {qualley
assurance).

Peran DTKS dalam Menentukan
Program Perlindungan Sosial

Sistemn perfindungan sosial tidak lepas dari pengelolaan
data dan informasl dalam menentukan program
perlindungan soslal yang tepat sasaran dan akurat,
Selaln itw, kebijakan penangguiangan kemiskinan akan
efektif bila dilaksanakan dengan berdasar kepada data
yang berkualltas {evidence-pased palicy making),

DTKS bka menjadi data kependudukan yang benar.
benar mampu proses penanggulangan kemlskinan.
Mewujudkan DTKS yang rellabel, mutakhlr dan valid
sesuai perluasan cakupan data untuk  mendukung
transformasi  perlindungan sosial dan percepatan
penanggulangan kemiskinan.




Peran DTKS dalam Menentukan
Program Perlindungan Sosial

Sistem perlindungan sosial tidak lepas dari pengelolaan
data dan informasi dalam menentukan program
perlindungan sosial yang tepat sasaran dan akurat.
Selain itu, kebijakan penanggulangan kemislinan akan
efektif bila dilaksanakan dengan berdasar kepada data
yang berkualitas {evidence-based policy making).

DTKS bka menjadi data kependudukan yang benar-
benar mampu proses penanggulangan kemiskinan.
Mewujudian COTKS yang refiabel, mutakhir dan valid
sesual perluasan cakupan data umuk mendukung
transformasi  perlindungan sosial dan percepatan
penanggulangan kemniskinan.

PERAN PT SEBAGAI QUALITY ASSURANCE DTKS

Relevansi dan Potens) Perguruan Tingg untuk beérperan serta

sebagai  bagian

dan quality assurance pada proses dan

pernutakhiran DTKS ;

Tridharma Perguruan
Tinggl vang salah satu
bLrtirnya adalah
Pengabdian kepada
masyarakat sangat
relevan untuk  memilka
potens) untuk  terlibat
pada quality asswance
dalam proses  dan
pemutakhiran DTKS
yang akurat.

Program Merdeka Belajar
dan  Kampus Merdeka
yang dicanangkan oleh
Kemendikbud sangat
relevan untuk melibatkan
mahasiswa dalam keglatan
lapangan untuk
menunp@ng proses
pemutakhian DTS

Program  Kuliah  Kerja
MNyata bagl mahasiswa
pada  Perguruan  Tinggi
dapat menjadi  sumber
SOM dengan jumlah yang
besar untuk diberdayalkan.




PERAN PT SEBAGAI QUALITY ASSURANCE DTKS

Implementasi Kerjassma Perguruan Tinggi dengan Dinas Sosial

berbentuk:

Membenkan ToT kepada |
Dosen, staf, dan
mahasswa sebagai
pembekalan
terjun ke  Lapangan.
Materi ToT berupa :
- Tehnis
| pengisan kuesioner |
* Teknik wawarcara dan |
teknik menggall
informasi,
* Materi  (ain
diperiukan,

yang

sebetum |

tata  cara |

Memberikan pelatihan

kepada eparat Dem /
Kelurahan.

Menerjunkan  mahaslswa
twrun ke [apengan  f
Rumah Tangga untuk ikt
serta melakukan
pendataan dan  validasl
serta verifilkasl data,

Memberikan
pendampingan terhadap
aparat desa/kelurshan
sejoi proses awel verifilasi
dan validasl sampai
dengan rekapitulay|
{termasuk interpretasl)
hasil pengamatan dan
pencatatan sebelum
dis¢rahkan kepada Dinas
Sosial

PERAN PT SEBAGAI QUALITY ASSURANCE DTKS
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Aip Syarifudin, M.PdI
Dekan FAI UMC

Tempat Tanggal Lahir: Ciamis, 2 Januarl 1984

Riwayat Pendidikan:

$1 Tadrls Bahasa Inggrls STAIN Cirebon Tahun 2003

$2 Manajemen Pendidlkan Islam IAIN Syekh Nurjatl Clrebon

Tahun 2008

$3 Pendldikan Islam Kons. Manajemen Pendidikan Islam UIN SGD

Bandung Tahun 2017
Pengalaman Organlsas| dan Jabaran:

2006

Koordinator Lapangan Youth Centre
PKBI Clrebon/Intervensi Remaja

2008
KNPI Kota Clrebon
2008

Pengelola Program /KPA Pemkab
Clrebon

2009-sokarang

Dosen

2017-sekarang
Dekan FAl UMC
2016-2020

Wakil Ketua Bldang Organlisasl KONI Kota
Cirebon

2019-sekarang
Waklil Sekretarls Kahmt Kota Clrebon
2020

Kepalia Sekretarlat Komis|
Penanggulangan Alds Kabupaten Cirebon

2020-2024
Sekretaris PKBI Cabang Clrebon
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PENTINGNYA LITERAS! DIGITAL DALAM MENDUKUNG
KELANCARAN PEMUTAKHIRAN DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL

FGD
PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA
BK DPR RI

Aip Syarifudin, M.PdI

Universitas Muhammadiyah Cirebon

LITERASI DIGITAL

Pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat

komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan,
membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas,

cermat, tepat, dan patuh hukum dalam angka membina komunikasi dan
interaksi dalam kehidupan sehari-hari




LITERASI DIGITAL
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Fitur Literasi Digital
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Tujuh Elemen Literasi Digital menurut Beetham, Little John dan Mc Gill (2009)

Media Iiteracy
Uit by s bane ] Creck ey
produge cretarne iy cde cieiyal
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M ekanisme Verval Data Terpadu (Permensos 28 Tahun 2017}

.. N P B
M Penyusunan 1 ‘ ® !

B | Musyawarah Desa/
Bimbingan teknis P Kelurahan/Nama

daftar awal sasaran Lai

Kunjungan ke

Pengawasan dan | _
4= Pengolahan data = R h Thoges

pemieriksain

Pelaporan




Data Terpadu Kesejaht eraan Sostal

PKH 4 . BST
Bantuan untuk lansia, Ibu Bantuan Setor Tunai
hamd, balita/PAUD, slswa
sekolah SO-5MA

- DTKS DINSOS tingkat Kebupaten

dade |

s

Banttuan beres & telur KIS&KIP
BPNT [BantuanFang an Non Funarl
TKSK
Teraga Kesejahteraan Sosiah Kecamatan . BPNT
[ ]
Pemyaluran via s-warung

Merekomendaslken e-warung yang _ |
mendapatkan eds dari BNI




PKH (Program Keluarga‘ﬁ:rn-rapan):

VALIDASI |

E-PKH &




RANDOM SAMPLING

Katagori

20 jawaban

@1 PkH

@ 2 Puskesos
3 TKSK

@ 4 Lanp

1. Berapa persen anda meyakini bahwa DTKS berisikan data-data valid, akurat, dan data baru
?

20 jawaban
®AI00%

@8 50%
C. Dibawah keduanys




2. Apakah anda memahami cara update data melalui SIKS-NG ?

20 jawaban

®AYs
@ B Tidak
C Kurang memahami

3. Apakah dibutuhkan peran perguruan tinggi dalam mengedukasi masyarakat tentang
masalah sosial, membahas teknis updating data, memberikan pelatihan TIK (teknologi,
komunikasi kepada para pemutakhir data/PKH dil}.

20 jawaban

@ A Dibutuhkan
@ B Tidek perlu
C_Tidak \ahu




PPROBLEM

K mgzinys Blocte ke bagh
poea pemaiialbibedd 4

Permaabbir han vighod
deied bichen beebsniaagakan
dpragan beik

- e

Kelangkapan jenisdata
dalsm DTKS

(K omprehensifitas

Marpar ghat belom:
Menuheiih peoiii Hugags
M=

Basledata yangsudah terlalu luma, sehirgga
bebanverval sangat berat
Data Lamavs MappingUlmmg

Krvorisssn Pemerintal
daisrn pelibatan
Pf g iban Tinggi tevkait DTS

Pobeous i eoversi
politik

Reguibasi wwng Tar lum
tetimglementaai
duengacy Baik




Kontribusi Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggl

Mahasisw a




“Kesejahteraan memberikan peringatan, sedangkan bencana

memberi nasihat”. (Socrates)

TERIMA KASIH




Rochmat Hidayat, S.IP, MA.
Dosen FISIP Universitas
Muhammadiyah Cirebon

— ——r

Pendidlican Terakhir:

$2 Master limu Politlkk Pemerintahan Universitas Gadjah Mada
(Beaslswa BPDDN Diktl Tahun 2010)

Pekerjaan:

Dosen Tetap Prodl Ilimu Pemerintahan FISIPOL Unlversitas
Muhammadiyah Clrebon

Kuwu Klangenan Kecamatan Klangenan Kabupaten Cirebon




Literacy Digital dalam Pemutahiran
Data Terpadu Kesejahtraan Sosial

Rochmat Hidayat, S.IP.MA
Dosen Prodi limuv Pemerintahan UMC

Literacy Digital dalam
Pemutahiran Data Terpadu
Kesejahtraan Sosial

Menu rut Paul Gilster dalam bukunya yang Derjucul Digital Literacy (1997), literasi digitat

\ diartikan sebagai kemampuan untuk memahamt dan menggunakan informasi dalam
\E lisyal bentuk dari berbagal sumber yang sang at luas yang diakses melalui piranti

/ computerdan teknologi Informas). Bawden (2007)




LITERASI DIGITAL DALAM
% O.HI'TI: n"g LU ublic Relatio

,f#:-

/" PENYAMPAIAN LEGITIMASI

[ (st e —"I.ﬁ"“l'lt:J'

Indou gyl birdsllakoan werhsadag N‘I:hilgﬁl
il separis Miga sung mengeida

Lerkair dengan
i rReEkal (L ) kebijakanpuilik
3 0 l". dpirtiaeh) ketrjatan publik :

(bottom up ; 7
approschy 4 /

o EPI‘I 2 MOR 3 TAHLUN 2D0T TENTANG KEBIJAKAN DAM STRATEGI MASI
I?EAN GAN EGUVERNMENT » %

NOANG-UNDANG N 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMAS] PUBLIK.




government PUBLIC RELATION

PENYAMPAIAN

(diseminasilberbagaj
informasi kebijakan publik
kepada masyarakat (top
down approach)

PENYERAPAN

aspirasi masyarakat
terhadap berbagal macam
isu yang terkair dengan
kebija kan publik (bottom
up approach)

LEGITIMASI
(keabsahan)
pemerintah dalam
mengelola kebijakan
publik
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PERMENSOS NO 572019 TENTANG PENGELOLAAN
DTKS

Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sostal (PPKS)

Penerima bantuan dan
permberdayaan sosial

Polensi dan Sumber
Kesejahteraan Sesial (PSKS)

m::tensi
umbar
Kesajphlerco

nSosiol .

+ laruna sioga bencaona
IPSKS] = Penyuluh sosial masyarakot

« Terngga pelopor perdomaian

= KPM progrom Bantuon Sasial yang sudch

mampu
+ keluarga yong mampu dan maou berkantibusi

» Lemboga kanswitas kesejahteraan keluarga
= Lembaga pedull kelvargo




PENYAMPAIAN \ Masalch

{diseminasilberbagal informasi \ - 7
kebiyakan publik kepada | I DTKS Menjadi informasi final yong

masyarakat (top down approach} berisi data baku yang sulit dirubah

Informasi Tertang DTKS diakses aleh
segmen terbatas

Jikapun ada mekanisme pervbahan
data maka intarnast yang
disampaikan dengan logika tekns
pemerntah pusal dan tidak adapfif
dengan kandisi lokalitas

StaTIsSTK DTKS PER OKTOBER 2019

Ty 2 [T ]
Nz Salliirs ke imiin 1
17

B ARTE I
-~




SIKS-NG MoouL PBI-JK

SIKS-NG MODUL BANTUAN SOSIAL PANGAN




PENYERAPAN

Aspirasi masyarakat
terhadap berbagai macam
isu yang terkair dengan
kebijakan publik (bottom up
appraach)

Masalah

Masyarakat belum mendapalkan
litercsi yong cukup tentang kriterio
status miskin dan gambaran program
pehanggulongan kemiskinon

Masyarakal songat progmatis dengan
gambar on progrom yang akon
dilerima

Fakter psikolog sacial yang kamplek di
tevel micro (desa) yang
mermpengaruhi informasi cbjeci
pendatadn

Masyarakat dan pemerintah
terbawah desa, terputus akses
informasi terhadop mekanisme
penstapan data

. RIABEL DATA PPKS TINGGAL DI RUMAH TANGGA

* Dachrgunergan Kay via AT
" s b
| * Tangmilane
. * Umur
= Statusperkawman
" ErpemiikinkaruiD
" No Induk Rapendudukan{iK)
" Akte/Aulishskah
" AkreCersi
uAkiei{icinbhryn
= Bekerp /MambanhBaker 3
* LapanganlsahadariPekerjasn
Uhama

* Stwskedudukandalam Pelernasn

Partlsipansekolah
. Uama

Kelas/ |enjang tertinggs
ljazah tertingg)

Stauss sekolah
{megen/ywmla)

e
PERUBAMAN
L
= Status penguasaan
bangunan tempat tinggal

Lisars lantad

tuas banguman

Jenis lanta

tens dinding
Jenzatap

Sumber 3irmunum
Caramempearolesh als
UM

Sumber panerangan
Kelasdayalistrik

lerpasang

Bahan bakar/ energl
mermas Wk
Tempatbuang air besar
TPAGnS

Kamartldur




Potens

Kese]ﬁhtema
n Sesial
| (PSKS]

PERMENSOS NO 5/2019

+ Moo tonenl

= Ak i e ey vl

= A arrdanan] rg vemlad

= Pekerja sosial masyarakat

= Tenago kesejahtercan sosial kecamaran
» Tonuna sioga bencana

= Penyuluh sosial masyarokal

= Tenaga peiopor perdomeian

mampy
= keluarga yong mampu dan may berkontribius

+ Karang tarura
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KONSEP, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM

Dampak masa pandemi Covid-19, membawa berbagai permriasal
terutama dengan data.

Q Perdebatan validasi kualitas data sampai sekarang masih belum
ada solusi

Q Permasalahan data kemiskinan, secara regulasi merupakan
kewajban pemerintah daerah untuk Melakukan pembaruan data -

O Pengentasan kemiskinan ikut menjadi isu strategis dan fokus
utama




2019 [2020 | SELISIH

1nn 12,70 1 159
141 12,82 141
10,06 1143 137
954 124 130

| bl . -
|8.41 19,52 L

Tarjadh parumbuhan jumish panduduk miskin fata-rats sebesar 1.11 - 1,50 antara @hun 2010 dan 300 Farmambuban ni ki Bamysi s velabicm
mmmiumm,mmmmmmmmdmmnmhan pamdudus Tshin o pbann 1270
dibandingkan dengan Tavwn va dan kuti olah Ma . Cirpbon idan yang rathaci sdalah Mo Crstos

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

“ merupakan data yang digunakan untuk memperbaiki kualitas penéetapan

program perlindungan sosial. DTKS membantu dalam perencanaan progra
memperbaiki penggunaan anggaran, dan sumber daya program perlindun

social”

Pengelolaan DTKS melibatkan dari berbagain instansi pusat (Kemenso
Kemendagri, Kementrian Keuangan), pemerintah pada pada level propin
juga pemerintah kabupaten/kota yang diharapkan dapat menciptakan
harmonisasi




Drata Terpadu Kessjahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Dala Terpadu (BDT) adalal
informas+ tentang status sosial ekonomi dan demoarafi dart 40% penduduk di Indong
yang dihitung mutal dan vang paling rendah status kesejahteraannya dengan
menggunakan hMethode Proxy-fean Testing (PR T)

Perhitungan DTKS mencakup tingkat kesejahteraan secara nasional maka sebaran
persentase penduduk 40% tersebufl tidak scma atau bervanias antara satu daerah
dengan daerah lanva d sejuruh Indonesia

Cakupan 40% juga meliput kelompok penduduk miskin dan hampir miskin. Sedangkan

rumah tangga yang berada pada kelompok 40% ke atas sudah dianggap Mapan dan
sudah mampu memberdayakan dinnva sendiri

swmzmemmwmmmmommﬁmm
Penanganan Fakir Miskin (DT PPFM) dikenai dengan Basis Oata Terpadu (BOT) yang dibangun
dmdtebhd&TmhhsondPemepalmPenanggdanganKamslman]mm
I

| Data dalam BDT dikumpulkan oleh Badan Pusat Statistk (BPS)mehlukeglamJ

! Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) tahun 2011 BOT memuat nama
_.en alamat Py rame by adrkse) sekitr 40 persen

[ o

I:Fat'a&auﬁmppm merupakan hasil pemutalran basis data terpadu (PBDT) yang

deakukan oleh BPS tahun 2015 dan pemutatiran oleh Kementerian Sosial RI
(Kernensos)secaraherkdasetl@enanu.lmseudu

Kepmensos No.30/HUK/2017 telsh membertuk tim pengelola lintas '|:
K/L yang disebut Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu Program
Penanganan FeakirMiskin (Pokja Dela Terpadu). Pokja terdini dari enam

R s’




Tahapan dan Kewenangan Pengelolaan DTKS
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PROGRAM BERBASIS KELUARGA

Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan Sosial Pangan

BERBASIS PERORANGAN

Penerima Bantuan luran Jaminan
Kesehatan Nasioan (PBI-JKN),

Kartu Prakera,

Kartu Indonesia Pintar

bantuan rehabilitasi sosial bagi
penyandang disabilitas dan lanjut usia




+ Hasil penelitian Nainggotan (2019)

" Basis intervensi PKH belum menyentuh anggota keluarga secara keseluruhan, difng
program hanya kaum 1bu sebaga pengurus tidak melbatkan suami PKH  belum

ketimpangan gender keluafga penenma manfaat dimana tdak mengubah relasi perempuan
PKH dengan suaminya ”

Peneltlan Rahmawati & Kiswantoro (2017} d Kecamatan Semarang Tamur, terdapat
penghambal intemal mefiputl sulitnya peran serta penerima PKH dalam mengumpuikan
pemutakhiran data, seftz disiplin peserta dalam pertemuan Adapun penghambat
|meliputl informasi program yang sifatnya mendadak, jarak tempub pendamping yang jauh,
| akses jalan yang sulit enangkau, direkomendasikan agar jumiah pendamping bisa ditambah

Uromo, dkk (2014} lentang pelaksanaan PKH di Kecamatan Purwoasfl, Kabupaten Kedin i
bahwa PKH membantu masyarakat tigak mampy memenuhi kebutunan hidup untuk pencig ik
$ena Kesehatan bu hami dan balta Penerma PKH juga bersedia memenuhl komitmen ke
sanksi yang dibenkan

Hidayat (2018) tentang optmalizast PKH d Kecamcan Pulau Panggung ¢
banluan PKH membantu mengurang beban ekonomi lerutarma pemenuhan kebigl)
sehari-hart, kebutuhan sekolah seperti uang bulanan buku, seragam sera alal
Bantuan dengan demikian PKH dipandang menngkatkan pendidikan anak, =gl
mengurangl pekerla anak anak j@lanan_ serta putus sekoiah

tsdijoso. dkk {SMERU. 2018) uga menumukkan bahwa PKH membantu pemenuhan biaya per
dan kesehatan, konsumsi serla kehidupan yang lebih layak Secara umum penenma PKH g
cukup tepat sasaran namun umilahnya lebih keell daP kebutuhan Beberapa yang perls i
adalah transparanst jumlah dana. larangan pemotongan daPa, atau membenkan dah
pendamping maupun aparat. Sosialisas) kewapban penenma PKH masih periu ditisrgia i i
terkalt kesehatan, untuk pencaran dana sebaknya juga disesuaikan dengan
Keterpaduan dengan program lain uga periu ek atkan




EVALUASI DAN PEMBAHARUAN DATA DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

» Pengolahan dan pemutakhiran data, merupakan hal yang esensial karena semua kebe
program bargantung dart bak atau buruknya data Hal i terihat dan Sumber masalah
program penangguiangan kermiskinan adatah banyak data salah sehingga sasaran progr
menjadi kurang lepat bahkan menimbulkan konfik di masyarakat

+ Masalah sistem, maka sebaknya olortas venfikast dan-validasi data sebaiknya diserahkan
kepada daerah, kabupaten maupun provinsi, meskipun indikator kemiskinan masih etap
menjadi kewenangan pusal

+ Perbakan database kemiskinan dengan mendelegaikan kewenangan sampa tingkal bawsah,
serta memadukan berbaga sumberdaya Selanjutnya dibentuk im INDEPENDEN Dt TNGKAT
DESA DENGAN MELIBATKAN PERGURUAN TINGGI dan kewenangan terhadap per
data

I Prosas verituasi dan vakdas: di ingkal desa/keurshan I
i
J

p i
| Pencatatan data kelusrga yang ada daam OTES yang dinilal
| tidak lnge Yesual dengan hondiss

Mengusullan data untuk d masukin dalsm OTKS I
| Mk R = e SRR el et e ol I

Menetaphan dala hasd musyawarah dan diperiukan
Irnsek kelapangan uniuk diverifkas: dan divakdas)

I
Penmian formulr dan d Sermhhen ks dnes socisl J




Peran DTKS konsep dapal dpadikan data utama yang terpadu untuk membuat program
penangguiangan kenuskinan Namun diperlukan pembaharuan data dalam setiap saty alau
dua tahunn

impiementasinya DTKS memiliki peran dalam menanguiang dan menurunkan kemiskinan hal
i terihatdan hasil —hasil penelitian dan tahun 20 17-2020 yang menunjukkan bahwa program
meialul data DTKS dapat menurunkan kemiskina dan efasiens|

Pelibatan perguruan nggl sangat diperlukan unluk memastkan tingkat vahdas dan Keakuratar
data sesual dengan kondisi yang ada dalam obentuk pengawasan verlfikasi Pelibatan PT juga
bertujuan agar menghllangkan penillan dfan penetapan subyetifitas kepala Desa atau Lurah
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Puspa Dewr Yuhanty, S Pd MM

Dasar huhum dar] DTKS adalah UY Mo 13 Tahun 2011
tentang Penariganan Fakir Miskin, UU No 23 Tahun 2014
tentang Pembagian Urusan Pemerintah di Bidang
Soslal, Permensos Nomor 28 Tahun 2017 tentang
Pedoman Umum Verifikasi dan Valldasi Data Terpadu
Penanganan Fakir Misidn dan Grang Tidak Mampu.

Juga Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial,
dan Permensos Nomer 11 Tawn 2019 t

Perubahan Atas Permensos Nomer 5 Tahun 2019




Pergretciaanfata

Perdalaar

VerifikasiData

Validasi Data

Fakir Migkin

Orang Tidak Mampi

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

{Parmensos Mo_ $ Tahun 2019 tentang Pengelolaan Idata Terpadu Kesejahteraan 5051al|

{Yusrizal, 2021)




(Bibvit 5. Bivamto, K . 2009)

Belanja Bantuan Sosial




Pertumbuhan ekonomi nasional dan
regional di daerah,

Tingat pengangguran, pendidikan,
kesehatan, dan ketenagakerjaan,

Belanja pemerintah Pusat dan Daerah
yang berasal dari APBN dan APBD.

Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 34 (1) yang berbunyr “Fakr miskin dan
anak terlantar dipelihara olch Negara”. Yang mana ketentuan i lebih
dipertajam lagl dalam tndang-Undang No.13 tahun 2011 tentang penanganan
fakir miskin di mana negara memiliki kewajiban dan memenubi kebutuhan dasar
yang layak bagi ketudupan fakir miskin dan keluarganya.




Menut il BPS bahwa  kemiskinan  adalah  ketidakmampuan individu  dalam
memecnubn kebutuhan  dasar minimal  untuk hidup  layak  (bark  makanan
maupun nonmakanand, Gans kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah
jumlah  pengeluaran yang dibutubkan oieh setiap individu  untuk  dapat
memcnuht kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per grang per hari
dan kebutuhan nonmakanan yang tesdin elan perumahan, pekaran, kesehatan
pendichkan. transportast, serla ancka barang dan jasa lainnya

Chambers {1998} mengatakan bahwa hkermskinan adalah suatu ntegrated
concept yarg memilki hma dimens), yaitu: (1) kemiskinan (properi; i2)
ketidakberdavaan (powerlessi; {3) kerentanan merghadapl situast darurat
istate o emergencyl. 4 ketergantungan (dependence): dan (5t keterasingan
nsoiationy bak secara geografis maupun saslologls

Bogagalan hepemiian terutemy tanph dan modal;

L wedisan bahan habutuhan desar, [arana dan pranarans;

g yang buss periu dbn bias spkdnr;

Adarvyn prisrdasn ketemoalan d1 ptara MEFOLE Matyarakat dan WM yang
o arvg, mevduloag;

n{ldulyap«@:ms:mhrdlpmamhdlﬂpuﬂmmunmmm

Rendabrya produbtivitsd dan tingkat pembentuhan madal delam masyaraie;

Pt g 0 S s £ T S e e, et 41T g whe
EBYE BT A0 T L

Ticak sdanya tats pamerintahsn yang bersih dan batk (goed governance;

Pmﬁl.un wumber days alam yang berlsbihan dan tidak berwawisin

(Waorld Bank, 2006)




{Chriswardani, 2005)

{Azwar dan Subekan, 2016)




{Hureirah, 2005)

(CNBC, 20201




Data Penerima bantuan sosial seharusnya setiap tabun
dilakukan update dan verifikasi data.

Melakukan verifikast dan validasi Proses data fakir miskin
berkala.

Membangun Kerjasama, koordinasi dan harmomsasi antar
Lembaga agr tepat sasaran, efektif dan efisien.
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TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH
DALAM PENGELOLAAN DTKS

Oleh: Elya Kusuma Dewl, SH., MH
Deksn FH Universitas Muhammadiyah Cirebon
2021

Dasar Hukum

m Dasar hukum pelaksanaan Verifikasi dan Valdas: Data Temady Kesejahteraan Sosal (DTKS)
yalu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tertang Penanganan Falor Miskin,
Undang-Undang Nomor 23 Tahin 2014 tentang Pemenniahan Deerah, Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tenlang Keterbukaan Informas Publik, Undang-Lindang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Undang-Undang Mo 11 Tahun 2008 wemang Informas: dan Transaks
Eleidronk Peraluran Pemenniah Nomor 82 Tahun 2012 lentang Sislem dan Transaks) Elekironik,
sela Permensos Nomor 5 Tahun 2019 dan Permensoe Nomor 28 Tahun 2017




Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2011:

(1) Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber
mata pencaharian danfatau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak
mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi
kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

(2) Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan
berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, danfatau
masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan,
pendampingan, sera fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga
negara.

W 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, pada

w Pasal 8 &9 Venfikasi dan vaiidas: rumahtangga miskuin oieh Manten, Bupab/Walikola, darr
Masyarakai

= Pasal 9 ayal 1 -5 . Pendaftaran akiif Fakir Miskin
& Pasa 10 ayat 1 Data Terpadumenjaditanggungjawab Marten dengan berbasis TIK.
= Pasal 10 ayat 3 Pemantaatan Data Terpadu oleh K/, Pemda, dan masyarakat

s Pasal 11 ayat 2 - Data terpadu yang teiah ditetap-kan Merrten menjadi dasar bagi Pemermtahdan
Pemda unluk membenkan bartuan dan/atau pemberdayaan

» Pasal 36 : Sumber PendanaanberasaldariAPBN APBD.dan sumberpendanaanlain

Pasal 42 : Pidana pemalsuart data venfikasi dan validasi




UU No 13/2011: PENANGANAN FAKIR MISKIN

Mensos, 4 Mensos
Pemda& - Sebagai
Ruta Miskin Penanggung

Lakukan pr Jawab
Perbaikan , Pengelola
Data & \ Data Terpadu

Mensos
Menetapkan
" Data Terpadu

UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada

a Lampiran F. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial point 4 kolom 3, yaifu | Pengelolaan
Data Fakir Miskin Nasional oleh Pemerintah Pusal.

s Lampiran F. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial peint 4 kelom 4, yaitu : Pengslolaan
Data Fakir Miskin cakupan daersh provinsi oleh Pemerintah Provinsi.

a Lampiran F. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sosial point 4 kolom §, yaitu : Pendataan
dan Pangslolaan data fakir miskin cakupan daerah kabfkola oleh Pemerintah Kabupaten/Kola.




UU No. 23/2014: TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pendataan dan Pengelolaan data
Pengelolann data falkde miskin cakupan  Pangeicigan dain
fakir miskin cakupan daerah fgnirmtighin rdlanst
e ph Babyhom provinel

PERMENSOS NO 5/2019 TENTANG PENGELOLAAN DTKS
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Permasalahan di lapangan :

Pengalolaan
et Data tidak B
. optimal




Saran

Dasar hukum atau aturan yang mengatur pengeiolaan DTKS agar di pertegas dengan
sanksireward serta ketegasan dalam penegakan hukumnya,

Sosialisas aturan pengeiolaan DTKS kepada masyarakat (agar masyarakat mangetabu alur dan
bagaimana penyelesaian hukumnya jka ada pemalsuan data/sebagai salah satu bentuk control
dan masyarakat);

Adanya lembaga lain yang memonitorng terhadap Data Terpadu Kesejahlaraan Sosial (DTKS)

Contoh permasalahan data yang tidak diperbaharui .

= Zahd Ahmad Faiz mengatakan pad a dasamya BST i sangatrelevan bagi masyarakatDIY yang
terdampak Cowid-*9. Namun sayangnya dalam penyalurannya banyak yang bdak tepal
sasaran. BACA JUGA Aktivilas Gunung Sindoro Meningkat Sebab ada yang berhak tidak menarima
dan yang harusnya tidak masuk pgnenma nialah mienerima_Hal i dikarenakan data yang digunakan
masih mengunakandata tahun 2015, padahaldaritahun 2016-2020dipasikanada perubahan. Untuk
i, harusada validasidala terbaru Jangan sampai penyaluranBS Ttahua 2021 masih mengunakan
data 2015, sehinggaperiu update data terbaru "kata Zahid.

Artikel ni {elah layang d dengan judul *Ada yang Tidak Tepal Sasaran, Bantuan Sesia
Tunal d DIY Perlu Direvisi %, Kik unluk baca:
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b Pemerintadan FISITP

1ried.

Kewenangan Pemerintah Pusat dan
Dacrah dalam Pengelolaan Data™
Terpadu Kesejahteraan Sosial
(IDTRS)

Subhan

Masalah kemisiinan merupakan salah %W masalah yang
dihadapi oleh Indenesia

Pemenntah mengeluerkan berbagar program
pengngguiangan kemiskinan meialu program JPS

Imiplementas: program program Jps, dllapangan ternyata
masth terdapst persoalan yarg ditemur terutama

berka tan dengan ketidaklepatan sdsarén penerima
manfaat orogram

Biasanya bermuara pada persoalan pemutahican data dan
validitas data dan penenma mantaat program

Panderm covird.1g menjadi miomentum untuk melakukan
pemutahiran data dan memparbaki vahditas data untuk
program penanggulangan kermiskinan

# FISIP

Prodd s iaiore Posroriia




Ichmqums

Reguins: Progeam S atos dasar duk ungar data, schelulnga
sudak: ot oty DataTerpadu Kesejanteraan Sasiy! (DTh S
aetalul Poraturan Merten Sasial (Perriensost Nomiar ao1g
tertary Pengelolaan Data Terpadu

DTKS Keberlanjutan

Dasis Data Terpad u (BD T)y ang merupakan Pemutahiran
Dala Terpadu (PBOT: 2018

Tahu+ 211 dan 2008 Telan dilakuxan cercataa
cengar nama Peadataan Program Periindun g;
PPLS)

Pandat gar 10raehul Menspokad weian ot dee Pendatvan
Seraal Fluron (P 1 yang dilax ksnpada tabyn 2004

FISIP
_|

I Kewerangan Pemerintah Pusat dan Permnetinah Daerah dalam Pengeloluan DTKS

Pengelolaan DT €5 melibatkan bajk dan instans pusat
pemenntah pada level propins juga pemerntah
kabupatenikota

Perlu narmanisasi berpadoman pada aturan man

Undang-Undang Nomor 23 Tahua 2024 tentang Pemeritahan
Daerah

Permenscs thomaor 5 tabun 201 tentang Pengelolaan Data
Terpadu hesejahtaraan 5o,

TSt




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

gatur h nlara p tah pusat dan daerah

rusian pe 1 ndang Sc merupakan bersifat

kenkruen,

UL 'n:’:gkruen adalah urusan g menjad

Langg awab bersama antara pemenntah yang dibagi
anlara pemenntab pusat dan daerah provinsi dan
kabupat ota

san pemerintahan yang h en yang diserahkan
da daerah menjad dasar pelaksanaan ol10nar daerah

urusan wapb yang
termasuk daiam urusan wapb yang berkaitan dengan
pelayanan dasar

Pormerss Nomwor 5 Tahun 2009
@

Panet e boepe Pomeerrissitv FISITR




| Regulasi DTKS

Regulas Pragrans JPS ates dasar dukungar data, Lefenin g
sudab am g, Data Terpadu keseiahiteraan Soyal (DTK 5)
metali Peratyran Menter) Sosial (Permenuss) Nomer 21
tentang Pengelolaan Data Terpadu

DTKS Keberlan jutan
Basis Data Terpady (BDT ) yang meryaakan Periut ahiran Basis
Cata Terpadu (PBDT b acar

Tahurs 2011 dan 2008 retah diakor an pendataan serupa
dangar: nama Féntal aan Frogram Feslindungan Sosial
{PPL5Y

Pendatart tensebul mesb sican kolar e tan dar Pund ataan
Saral Bkarn e e SE at g Alakik e pade lahun foog

Tahegrmn dan Kewvrmngam
Penpedoban DTKS
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Penstapan Kriteria
Pandstesan

Wl il

FPenatapan

Perggunaan

IR] losi

Dalam rangka memperku.at pengelala DTKS perlu
melakykan revisi atau perinjauan kembali terhadap
Permensos Nomor g tahun doig  dalam .

Pengelolaiin DTKS perlu melibat  pemerintah desa
myla dan awa pendataan, karena desa merupakan
pemenntahzin ying paling mengetahut ten tang data
yang akan mererma manfaak dan program

« Dalam pengelolaan DTKS pembrenian peran lebih
kepada PSKS sabagaitenaga tehnis yang bisa
memperkuat proses pendataan

D tingkat lcabupateénjkota perly membentuk
“pusdatin® pengelolaan DTKS

FISIP
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Sambutan Kepala Pusat Kajian AKIN




Narasumber Seminar 26 April 2021

Narasumber FGD 27 April 2021







